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ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 
MELALUI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIVE  
DISPUTE RESOLUTION 
 






Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut Alternative 
Dispute Resolution (disingkat ADR) adalah sebuah konsep yang mencakup 
berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan 
melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan 
konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan 
pendekatan konsensus, seperti arbitrasi. Arbitrasi berlangsung atas dasar 
pendekatan adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan 
sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah. 
ADR ini bertitik tolak dari hak-hak asasi (hak dasar manusia) untuk 
dapat menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi dirinya, yaitu hak 
asasi setiap orang dalam masyarakat untuk dapat menuntut dan 
mengharapkan putusan yang tepat atau memuaskan. Harapan-harapan lain itu 
nyatanya sampai sekarang tidak selalu demikian, lebih-lebih masalah itu 
ditangani melalui adversarial (pertikaian) atau badan-badan peradilan seperti 
Pengadilan atau Arbitrase itu memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak 
kecil, penyelesaian yang rumit, dan kadang-kadang selalu sering tidak dapat 
memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. 
Mengingat kepentingan masyarakat yang demikian itu untuk 
memperoleh keadilan dalam waktu yang cepat dengan biaya yang murah, 
mereka sering mencari bentuk-bentuk lain selain dari cara yang diadili 
melalui cara adversarial baik melalui badan peradilan maupun arbitrase. 
Karena kalau melalui badan peradilan atau arbitrase solusinya itu satu 
menang satu kalah (win/lose). Kondisi semacam ini mendorong berbagai 
kalangan mencoba untuk mencari alternatif solusi dari berbagai sengketa 
tersebut. 
Tidak jarang kasus-kasus dalam bidang pidana tertentu yang juga 
diselesaikan dengan cara ADR ini. Dapat disebutkan di sini misalnya dalam 
pelanggaran lalu lintas, perkara-perkara ringan dan juga tindak pidana (delik) 
aduan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam analisis kasus di sini dipilih 
tentang kasus penganiayaan (perkelahian) yang penyelesaiannya tidak lewat 
jalur pengadilan, tetapi diselesaikan lewat jalur kesepakatan (konsensus). 
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B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah Langkah-Langkah Dalam Penyelesaian melalui 
ADR? 
2. Surat Pernyataan sebagai salah satu syarat bukti dalam penyelesaian 
dengan ADR? 
 
C. METODE PENULISAN 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif 
dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil 
penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan 
sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum 
yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang 
berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga 
perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, 
peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan 
lembaga peradilan (judge made law), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak 
yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan 





1. Langkah-Langkah Penyelesaian melalui ADR 
Dalam kasus penganiayaan (perkelahian) pihak yang merasa dirinya 
sebagai korban penganiayaan biasanya melapor atau mengadukan perkaranya 
kepada Polisi. Dengan adanya laporan atau pengaduan tersebut diharapkan 
dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut kepada tersangka terhadap korban 
yang dianiaya. Tindakan yang telah diambil oleh pihak polisi adalah 
menerima dan membuat laporan polisi, mendatangi TKP dan membuat sket 
TKP, membuat Berita Acara TKP, membuat permohonan Visum et Repertum 
dokter, dan mengadakan penyidikan lebih lanjut. 
Dalam Berita Acara Pemeriksaan, telah diperiksa pihak tersangka dan 
saksi-saksi antara lain. Setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, pihak 
tersangka dan korban berunding untuk menyelesaikan masalah tersebut 
dengan cara damai (kekeluargaan), dimana pihak tersangka mengajukan 
kesanggupannya untuk menanggung biaya pengobatan korban selama korban 
dirawat di Rumah Sakit. Berdasarkan kesanggupan pihak tersangka, maka 
pihak korbanpun menyetujui usul tersangka tersebut. Dan untuk meyakinkan 
para pihak dan sekaligus agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka 
para pihak yaitu tersangka dan korban membuat kesepakatan berupa Surat 
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Pernyataan di atas kertas segel dengan membubuhi tanda tangan masing-
masing pihak dan para saksi. 
Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, maka pihak pelapor (pengadu) 
mengajukan permohonan untuk mencabut laporan (pengaduan) kasus 
penganiayaan tersebut, dengan pertimbangan bahwa pihak pelapor (pengadu) 
telah juga menandatangani Surat Pernyataan damai antara pihak tersangka 
dan pihak korban tersebut.
3
 Berdasarkan surat pernyataan tersebut tampaknya 
bahwa kasus penganiayaan yang terjadi pada dasarnya telah diselesaikan 
dengan cara berdamai antara kedua belah pihak. Sehingga pihak polisi 
menghentikan penyidikannya berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh 
kedua belah pihak, dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan/Pengaduan 
oleh pihak Pelapor/pengadu. Penghentian penyidikan ini dilakukan oleh 
pihak penyidik (polisi) dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil 
penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dipersengketakan kepada 
tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu 
menghentikan penyidikan atas perkara tersangka tersebut. Hal ini 




Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentian penyidikan karena tidak 
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik 
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 
Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) di- lakukan oleh 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan 
penuntut umum.
5
 (Satjipto Rahardjo, 1992: 38). 
Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang 
bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada 
mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya bisa diselesaikan lewat 
badan peradilan artinya melalui suatu pengadilan. Istilah Alternative Dispute 
Resolution (ADR) ini merupakan ungkapan yang dipergunakan oleh banyak 
penulis, untuk menguraikan pertumbuhan/perkembangan yang berhubungan 
dengan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan 
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perselisihan (persengketaan) tanpa adanya suatu pedoman, baik melalui 
arbitrase, maupun badan-badan peradilan. Dalam mekanisme kerjanya 
Alternative Dispute Resolution (ADR) ini biasanya melibatkan penengah 
yang adil, dalam arti kata tidak memihak, dan bertindak sebagai pihak-pihak 
ketiga yang netral.  
Beberapa penulis juga mendefinisikan Alternative Dispute Resolution 
(ADR) dalam arti yang lebih luas, artinya ia bermaksud untuk menemukan 
jalan yang lebih baik dan bagus untuk menyelesaikan persengketaan, meliputi 
juga hal-hal yang tidak pernah terselesaikan melalui jalur pengadilan dan 
forum-forum resmi lainnya. Sedangkan penulis lain memberikan atensi atau 
perhatian, tekanan secara spesifik dalam rangka kebutuhan untuk mengurangi 
atau meringankan beban pengadilan. Dengan adanya Alternative Dispute 
Resolution (ADR) ini peradilan itu akan meringankan beban pengadilan, di 
samping itu juga tujuannya untuk memperoleh adanya solusi yang saling 
menguntungkan. 
Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam 




a. Mengurangi keterbatasan pengadilan; 
b. Menambah akses memperoleh keadilan; dan 
c. Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau 
tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka 
melanjutkannya ke pengadilan. 
Jadi dalam pengertian ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) atau 
Pilihan Penyelesaian Sengketa, adalah merupakan salah satu tuntunan yang 
diperoleh untuk menyelesaikan persengketaan, menyelesaikan konflik antara 
pihak-pihak di luar peradilan. Baru kalau mereka tidak dapat menyelesaikan 
konflik juga ataupun konsensus dalam solusinya dilanjutkan ke badan-badan 
adversary, baik arbitrase mapun pengadilan. 
Dari perkembangan semula ini merupakan suatu pertanggungan badan yang 
belum merupakan suatu bentuk yang mandiri tapi sekarang sudah diakui 
bahwa ADR itu merupakan disiplin yang independen (mandiri), artinya 
disiplin yang mempunyai metode-metode dan prosedur-prosedur 
penyelesaian, dalam rangka mengkafer proses penyelesaian sengketa yang 
begitu baik ataupun tidak cukup penyelesaian sengketa serta mendesain 
sistem penyelesaian sengketa. 
Tujuan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah menyediakan 
suatu proses yang sangat berharga untuk membantu di dalam penyelesaian 
pihak-pihak perselisihan yang bersengketa, terutama dalam proses atau 
terhadap penarikan sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa untuk 
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mendesain bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut.
7
 Bagaimana 
penyelesaiannya bisa melalui Negosiasi, dan Mediasi. Ciri utama dari 
masalah ADR ini adalah para pihaklah yang memberikan hasil dari yang 
disengketakan, dan para pihaklah yang menentukan yang mereka kehendaki 
bersama, mereka yang menentukan semuanya. Jadi dalam hubungannya 
dengan kasus penganiayaan tersebut di atas, maka sudah tepat apa yang 
dilakukan oleh para pihak tersebut menyelesaikan persoalannya. Prosesnya 
dapat dalam bentuk-bentuk yang tersetruktur seperti Negosiasi atau Mediasi, 
dimana pihak ketiga atau penengah, yang dihormati, dan diharapkan dapat 
bertindak adil akan menengahi sengketa itu. Pihak ketiga atau penengah ini, 
tidak mengambil putusan, tetapi memfasilitasi pihak-pihak untuk dapat 
mencapai apa yang menjadi solusi terhadap persengketaan yang dihadapi. Ini 
berarti bahwa kontrol atau pengendalian atau putusan diambil dari bentuk-
bentuk penyelesaian dari persengketaan itu berada di tangan para pihak. 
Selanjutnya dalam menyelesaikan perkara ada beberapa karakter yang 
layak diselesaikan melalui konsensus, yaitu:
8
 
a. Masing-masing pihak mengklaim (menyatakan dirinya) atas 
keabsahan rasionalitas dan kepentingan tertentu. 
b. Kasus yang dikemukakan mengandung peluang untuk 
diakomodasaikan (dikompromikan). 
c. Adanya perimbangan relatif kekuatan atau pengaruh di antara para 
pribadi. 
d. Kasus sengketa bersifat polisentris yaitu melibatkan banyak  
kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap pilihan kepentingan. 
Proses penyelesian sengketa di Pengadilan itu, pada dasarnya:
9
 
a. memakan waktu yang lama; 
b. menuntut biaya yang tinggi; 
c. prosesnya sangat formal; 
d. keputusan tak selalu memuaskan; 
e. keputusan bersifat memaksa; 
f. didasrkan pada hak-hak; 
g. dapat merusak hubungan bisnis; 
h. dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan; 
i. melihat pada hal-hal yang sudah terjadi saja, tanpa memperhitungkan 
ke depan; 
j. umumnya hakim tak menguasai masalah teknis bisnis (dalam hal 
Bisnis misalnya); 
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k. dapat mengancam reputasi pengusaha yang bersangkutan melalui 
pemberitaan oleh media massa. 
Sedangkan dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu: 
a. waktu yang diperlukan relatif singkat;10 
b. biaya dapat ditekan; 
c. proses lebih informal; 
d. didasarkan pada musyawarah; 
e. dapat mengeliminir (mereduksi) konflik; 
f. lebih memberikan kepuasan pada para pihak; 
g. lebih cocok bagi kalangan bisnis. 
Dalam kasus penganiayaan sebagaimana yang dibahas dalam tulisan 
ini, maka dapat dikemukakan bahwa kasus penganiayaan yang terjadi 
tersebut sebenarnya harus ditempuh lewat jalur pengadilan. Walaupun 
sebenarnya telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak korban dan 
pihak tersangka. Tetapi hal ini sebenarnya belumlah cukup sebab berdasarkan 
pengaduan dari pihak pelapor, telah jelas-jelas bahwa pihak tersangka telah 
menganiaya pihak korban, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-
luka. Atas hal tersebut maka si tersangka sudah dapat dijerat dengan pasal 
351 KUHP. 
 
2. Surat Pernyataan sebagai salah satu syarat bukti dalam penyelesaian 
dengan ADR 
Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak 
sebenarnya lebih mengarah kepada masalah perdatanya saja, yaitu berupa 
biaya pengobatan selama korban dirawat di Rumah Sakit. Sedang kasus 
pidananya tetap dapat diteruskan ke pengadilan yaitu dengan melakukan 
penyidikan lebih lanjut, dan menemukan bukti-bukti dan sekaligus 
keterangan saksi-saksi yang telah mengetahui kejadian tersebut. 
Dengan demikian maka timbul persoalan sekarang Mengapa pihak 
Kepolisian tidak lagi melakukan penyidikan atau bahkan menghentikan 
penyidikan kasus penganiayaan tersebut, dengan pertimbangan berdasarkan 
surat pernyataan yang dibuat oleh para pihak tersebut? Apakah pihak 
Kepolisian tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup kuat tehadap 
tersangka? 
Banyak memang pertanyaan-pertanyaan yang timbul, tetapi hal 
tersebut memang dalam kenyataannya ada dan berlanjut. Bagi masing-masing 
pihak yang terpenting adalah menerima kesepakatan yang telah diputuskan 
bersama tersebut. Dan untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
maka para pihak membuat Surat Pernyataan yang ditulis di atas kertas segel. 
Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan 
saksi-saksi, maka kasus penganiayaan yang terjadi telah diselesaikan dengan 
cara kekeluargaan, dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk:
11
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a. Sama-sama minta maaf dan memaafkan. 
b. Pihak pertama (pelaku) memberi bantuan uang dan pihak kedua 
(korban) menerima bantuan tersebut. 
c. Sama-sama berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, 
baik kepada yang bersangkutan maupun kepada orang lain. 
d. Sama-sama berjanji apabila mengulangi lagi perbuatan tersebut, 
bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. 
Di sinilah letak mengapa polisi tidak melakukan penyidikan lebih 
lanjut. Sebab yang paling utama dan terutama adalah pihak korban, yang 
telah menerima tawaran berdamai dari pihak tersangka, dan sekaligus 
menyatakan bahwa masalah penganiayaan tersebut telah diselesaikan dengan 
cara kekeluargaan (damai) antara para pihak. Dengan demikian masalah 
tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah ada dengan adanya Surat 
Pernyataan tersebut. Apalagi pihak korban telah menyetujui dan disaksikan 
oleh para saksi. Lagi pula budaya Indonesia yang cenderung mementingkan 
harmoni, keselarasan, kerukunan, dan kurang begitu mau dan mampu melihat 
suatu konflik dalam kenyataan yang wajar. Dilihat dari jenisnya, konflik 
dibedakan dalam dua garis besar kategori, yakni:
12
 
a. Konflik yang sebenarnya tidak perlu, yaitu konflik yang berkaitan 
dengan data atau informasi yang kurang, keliru, atau disengaja, 
perbedaan pandangan dan interpretasi. 
b. Konflik yang sebenar-benarnya konflik, yaitu konflik struktural 
(situasi, definisi peran, kendala waktu, ketimpangan kekuasaan atau 
wewenang, dan ketimpangan kontrol terhadap sumberdaya); konflik 
kepentingan (baik yang bersifat substantif, prosedural, maupun 
psikologis), dan konflik nilai (jatidiri). 
Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa alternatif 
penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa 
berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, fasilitasi, mediasi, 
konsiliasi, konsultasi, dan koordinasi. Arbitrasi tidak dimasukkan ke dalam 
bentuk alternatif, karena arbitrasi berlangsung atas dasar pendekatan 
adversarial (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga 
menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah. 
Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus, 
dapat dijelaskan sebagai berikut:
13
 
a. Konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat 
netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang 
bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi 
                                                                                                                                         
11
. Hadimulyo, 1997, Ibid, hlm. 30. 
12
. Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1981. 
13
. Chazawi, Adami, Op Cit, 2004, Hlm. 67. 
Maramis M.M : Analisis Penyelesaian ….        Vol.XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus 
 84 
ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk 
berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. 
b. Fasilitasi, yaitu bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu 
pertemuan atau perundingan yang produktif. 
c. Negosiasi, yaitu proses yang berlangsung secara sukarela di antara 
pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh 
kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu 
isu atau masalah tertentu. 
d. Mediasi, yaitu bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses 
negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta 
mengambil keputusan. 
e. Konsultasi, yaitu pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas 
masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan 
pemecahannya bersama. 
f. Koordinasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 
otoritas tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 
melibatkan banyak pihak agar terhindar dari penanganan yang 
tumpang tindih. 
Ada beberapa karakter sengketa yang layak untuk dipertimbangkan 
penyelesaiannya melalui pendekatan konsensus, yaitu:
14
 
a. Para pihak yang bersengketa memperlihatkan sikap dan pengakuan 
atas keabsahan dan rasionalitas dari kepentingan dan keluhan yang 
dikemukakan oleh masing-masing pihak. 
b. Kasus yang mengandung peluang para pihak untuk 
mengakomodasikan atau mengkompromikan kepentingan mereka 
yang berbeda. 
c. Adanya perimbangan relatif kekuatan atau pengaruh yang dimiliki 
masing-masing pihak untuk memberikan tekanan-tekanan. 
d. Sengketa yang bersifat polisentris, yakni melibatkan banyak 
kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap pilihan keputusan. 
 
E. PENUTUP 
Dalam kenyataannya bahwa kasus penganiayaan dapat diselesaikan 
melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), dimana para pihak yaitu 
tersangka dan pihak korban telah mengadakan kesepakatan damai dengan 
membuat Surat Pernyataan. 
Surat Pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan 
Petugas Polisi (Penyidik) dapat dipakai sebagai solusi sepanjang dalam 
tindak pidana (perkara) ringan. Dan pula memang pihak pelapor mencabut 
pengaduannya, serta pihak penyidik tidak menemukan bukti-bukti yang kuat 
untuk melanjutkan perkara (tindak pidana) tersebut ke pengadilan. 
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